
LEMBARAN DAERAH
KOTA  BANDUNG

TAHUN

NOMOR

:

:

2001

53

TAHUN

S E R I

:

:

2001

D

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR  : 1342 TAHUN 2001

TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN
WALIKOTA BANDUNG KEPADA CAMAT

WALIKOTA BANDUNG

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 66 ayat (4) Undang-
undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, sekaligus sebagai
upaya meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan,
pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat serta lebih
mengembangkan potensi wilayah maka dipandang perlu untuk melimpahkan
sebagian kewenangan Walikota Bandung kepada para Camat;

b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a di atas, maka perlu
dirinci kewenangan yang akan dilimpahkan Walikota Bandung kepada para
camat yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bandung;

Mengingat : 1. Undang-undahg Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Daerah;

4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang
Bersih dan Bebas dan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah
Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dan Kabupaten Daerah Tingkat II
Bandung;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan
Instansi Vertikal di Daerah;



7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah
dan Propinsi sebagai Daerah Otonom;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi
Perangkat Daerah;

9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 05 Tahun
1996 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan di Wilayah Kotamadya
Daerah Tingkat II Bandung;

10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun
1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;

11. Peraturan Daerah Rota Bandung Nomor 02 Tahun 1992 tentang Rencana
Umum Tata Rung Kota (RUTRK) Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung
Tahun 1991- 200;

12. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 02 Tahun
1996 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) Kotamadya Daerah
Tingkat II Bandung;

13. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 14 Tahun
1998 tentang Bangunan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;

14. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 23 Tahun
1998 tentang Retribusi Ijin Gangguan;

15. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 24 Tahun
1998 tentang Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan;

16. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 25 Tahun
1998 tentang Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah;

17. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 26 Tahun
1998 tentang Penyelenggaraan Kependudukan dan Catatan Sipil dalam
Kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan di Wilayah Kotamadya
Daerah Tingkat II Bandung;

18. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 31 Tahun
1998 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;

19. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2000 tentang Pola Dasar
Pembangunan Daerah Kota Bandung;

20. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan
Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;

21. Peraturan Daerah Kota Randung Nomor 03 Tahun 2001 tentang Pembentukan
dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kota Bandung;



22. Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan
Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung;

23. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2001 tentang Pembentukan
dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Bandung;

24. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2001 tentang Pembentukan
dan Susunan Organisasi Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;

25. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2001 tentang Pembentukan
dan Susunan Organisasi Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;

26. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2001 tentang Program
Pembangunan Daerah (Propeda) Kota Bandung Tahun 2001 —2004;

27. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2001 tentang
Penyelenggaraan Perhubungan;

28. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2001 tentang Tata Tertib
Pengelolaan Perparkiran;

29. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2001 tentang Pencegahan
dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran;

30. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 17 Tahun 2001 tentang
Penyelenggaraan Reklame;

31. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 19 Tahun 2001 tentang Pengelolaan
Pasar;

32. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 21 Tahun 2001 tentang Ketentuan-
ketentuan Pelayanan Pemakaman Umum dan Pengabuan Mayat;

33. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 23 Tahun 2001 tentang Pemakaian
Tanah dan/atau Bangunan Milik/Dikuasai Pemerintah Kota Bandung;

34. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 24 Tahun 2001 tentang Tata Cara
Pelepasan Hak atas tanah dan/atau Bangunan Mi1ik/Dikuasai oleh Pemerintah
Kota Bandung;

35. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 25 Tahun 2001 tentang Retribusi
Penyelenggaraan Pendaftaran dan Pencatatan Penduduk;

36. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 26 Tahun 2001 tentang Pelayanan di
Bidang Pertanian;

37. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 31 Tahun 2000 tentang
Penyelenggaraan Usaha Kepariwisataan;



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG TENTAN PELIMPAHAN SEBAGIAN
KEWENANGAN WALIKOTA BANDUNG KEPADA CAMAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

a. Daerah adalah Kota Bandung;

b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung;

c. Walikota adalah Walikota Bandung;

d. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Bandung;

e. Sekretaris adalah Sekretaris Daerah Kota Bandung;

f. Asisten adalah Asisten pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;

g. Badan Daerah adalah Badan Daerah Kota Bandung;

h. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kota Bandung;

i. Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah Kota Bandung;

j. Bagian adalah Bagian pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;

k. Cabang Dinas adalah Cabang Dinas pada Daerah Kota Bandung;

l. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas
Daerah Kota Bandung yang selanjutnya disingkat UPTD;

m. Kecamatan adalah Kecaman di lingkungan Pemerintah Kota Bandung;

n. Camat adalah Kepala Kecamatan;

o. Kewenangan Walikota adalah Hak dan kewajiban Walikota untuk menentukan atau
mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

p. Kewenangan Camat adalah Hak dan Kewajiban Camat yang merupakan pelimpahan
kewenangan dari Walikota untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam
rangka penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Kecamatan;

q. Pelimpahan Sebagian Kewenangan adalah Pelimpahan Sebagian kewenangan
Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom.



BAB II

KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN
KEPADA CAMAT

Pasal 2

(1) Kewenangan Walikota yang dilimpahkam kepada Camat mencakup 19 (sembilan
belas) Bidang Kewenangan sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor
02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah
Otonom.

(2) Rincian Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tercantum
dalam Kolom 4 (empat) Lampiran.

BAB III

PENYELENGGARAAN KEWENANGAN

Pasal 3

(1) Penyelenggaraan kewenangan yang dilimpahkan Walikota kepada Camat
sebagaimana dimaksud Pasal 2, pelaksanaannya dilaksanakan oleh unit organisasi
yang ada pada Kecamatan sesuai dengan bidang tugasnya.

(2) Camat dalam menyelenggarakan kewenangan yang dilimpahkan oleh Walikota
sebagaimana dimaksud Pasal 2 wajib memperhatikan :
a. Standar, norma dan Kebijakan Pemerintah Daerah;
b. Keserasian, kemanfaatan, kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan dan

pembangunan; serta
c. Standar pelayanan minimal.

(3) Dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana dimaksud Pasal 2 terutama
menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan Kebijakan Srategis dan Kebijakan
Operasional Pemerintah Daerah, Camat wajib berkoordinasi dengan unit kerja yang
secara fungsional melaksanakan dan/atau mengelola bidang kewenangannya.

(4) Dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana dimaksud Pasal 2 terutama
menyangkut hal-hal yang bersifat Teknis Operasional, Camat wajib menetapkan
koordinasi, integrasi, sikronisasi dan simplikasi dengan Dinas Daerah, Cabang
Dinas (Cadin) dan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

Pasal 4

Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah dalam kerangka penyelenggaraan
kewenangan yang dilimpahkan Walikota kepada Camat wajib:

a. berkoordinasi dengan Camat dalam perencanaan, pembiayaan, pelaksanaan,
evaluasi dan pelaporan, sesuai dengan norma, standar, pedoman, arahan dan
kebijakan Pemerintah Daerah;

b. memberikan saran dan pertimbangan kepada Walikota berkenaan dengan
penyelenggaraan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan sebagaimana
dimaksud Pasal 2;



c. memberikan saran dan pertimbangan kepada Walikota tentang kemungkinan
pembentukan Cabang Dinas dan/atau Unit Pelaksana Teknis Dinas di Tingkat
Kecamatan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintahan yang
dilimpahkan sebagaimana dimaksud Pasal 2.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 5

(1) Biaya untuk penyelenggaraan kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat yang
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(2) Besaran biaya untuk penyelenggaraan kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat
sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, ditentukan sesuai besaran kewenangan
dan beban tugas yang dilimpahkan, dengan pertimbangan luas wilayah, jumlah
penduduk dan tingkat kompleksitas permasalahan dalam wilayah kerjanya.

(3) Untuk nienyelenggarakan kewenangan lain yang dimaksud Pasal 11 ayat (1), maka
Camat dapat mengajukan anggaran yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah, dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan unit kerja yang
menugaskan tugas-tugas tertentu dimaksud.

(4) Untuk menyelenggarakan kewenangan lain yang dimaksud Pasal 11 ayat (2) maka
Camat dapat mengajukan anggaran yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah, dengan terlebih dahulu berkoordiansi dengan unit kerja yang
secara fungsional melaksanakan dan/atau mengelola bidang kewenangan dimaksud.

(5) Tata cara penyaluran biaya penyelenggaraan wewenang yang dilimpahkan kepada
Camat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

(1) Dalam hal pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan menghasilkan penerimaan,
maka penerimaan tersebut merupakan penerimaan daerah dan wajib disetor ke Kas
Daerah.

(2) Dalam hal terdapat saldo Iebih anggaran pelaksanaan kewenangan yang
dilimpahkan, maka saldo tersebut disetorkan ke Kas Daerah.

(3) Ketentuan lebih lanjut tentang pemungutan dan penyetoran penerimaan
sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini disesuaikan derngan petaturan perundang-
undangan yang berlaku.

BABV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Bagian melakukan pembinaan dan
pengawasan atas penyelengaraan kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat sesuai
dengan bidang tugasnya.



BAB VI

PENARIKAN KEWENANGAN

Pasal 8

Penarikan kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat dapat dilakukan oleh Walikota
baik sebagian maupun seluruhnya apabila :

a. Kewenangan yang dilimpahkan tidak dapat dilanjutkan, karena Pemerintah Daerah
mengubah kebijakan; dan;

b. Camat mengusulkan untuk ditarik sebagian atau seluruhnya.

BAB VII

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 9

Pertanggungjawaban penyelenggaraan kewenangan yang dilimpahkan, dilakukan oleh
Camat.

Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, disampaikan oleh
Camat kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada Dinas
Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.

Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, berpedoman pada
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X

KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP

Pasal 10

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini, sepanjang yang menyangkut
masalah teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Walikota
tersendiri.

Pasal 11

(1) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud Pasal 2, Camat dapat melaksanakan
kewenangan lain yang ditetapkan kemudian oleh Pemerintah Daerah sebagai tugas-
tugas tertentu dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan.

(2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud Pasal 2, Camat berkewajiban
melaksanakan dan memfasilitasi kepentingan-kepentingan umum lainnya di luar
rincian kewenangan yang dilimpahkan sebagaimana di dalam kolom 4 (empat)
Lampiran sepanjang kepentingan tersebut sifatnya mendesak dan menyangkut
kebutuhan masyarakat setempat.



Pasal 12

Keputusan ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal  31 Desember 2001

WALIKOTA BANDUNG

TTD.

AA TARMANA

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 31 Desember 2001
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